





A. Latar Belakang Masalah 
Pemerintah saat ini semakin fokus pada pembangunan desa, hal ini 
dibuktikan dengan dibentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi yang secara khusus membidangi pembangunan desa. 
Kementerian tersebut dibentuk demi memperlancar program-program pemerintah 
yang berhubungan dengan desa.  Hal ini mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014 
tentang desa dan sesuai dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang 
dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 bahwa Pemerintah akan membangun Indonesia 
dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. 
Wilayah Indonesia yang sangat luas memiliki kondisi geografis yang 
berbeda sehingga timbul kesenjangan baik ekonomi, sosial dan budaya. Hal itu 
berdampak pada munculnya permasalahan antara lain kemiskinan, tidak 
meratanya pembangunan dan pendidikan yang akhirnya mempengaruhi kualitas 
sumber daya manusianya. Keadaan tersebut menuntut pemerintah membuat 
kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dengan memberi 
kesempatan kepada desa untuk mengelola keuangannya secara swakelola atau 
mandiri melalui dana desa, sebagai langkah konkret untuk memperkuat daerah 
dan desa. 
Dana desa yang dianggarkan pemerintah semakin meningkat dari tahun 
ke tahun. Berdasarkan  Permendagri No. 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data 




Indonesia adalah 74.754 dengan besaran dana desa dari APBN-P 2015 sebesar Rp. 
20,8 triliun sedangkan pada APBN 2016 sebesar Rp. 46,9 triliun dan di tahun 
2017 APBN diperkirakan sebesar Rp. 70-80 triliun. Dana desa tersebut diberikan 
secara bertahap dengan harapan dapat dikelola dengan baik sesuai prinsip-prinsip 
good governance yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin 
anggaran. Pelaksanaan dana desa dengan good governance diharapkan dapat 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara adil dan merata di seluruh 
wilayah Indonesia. 
Dana desa yang dianggarkan pemerintah untuk dikelola kepala desa dan 
perangkat desa cukup besar sehingga menuntut suatu pendidikan dan pelatihan 
serta pembelajaran secara terus-menerus (continuous learning), agar dapat 
menyesuaikan dengan program baru ataupun mengatasi kendala yang dihadapi. 
Salah satu contoh pelatihan yang pernah dilaksanakan yaitu pelatihan yang 
diadakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pemantapan implementasi 
tata kelola desa yang berbasis good governance (village governance). Pelatihan 
tersebut diikuti oleh peserta sejumlah 7.722 yang merupakan kepala desa se Jawa 
Timur (jatimprov.go.id, 2015). Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa 
Timur tersebut semakin menambah keyakinan tentang manfaat training atau 
pelatihan sebagai upaya peningkatan skill kepala desa dan perangkat desa yang 
diharapkan semakin meningkatkan good governance dana desa.  
Pelatihan yang dilaksanakan merupakan upaya untuk meningkatkan 
ketrampilan sumber daya manusia pengelola dana desa. Ketrampilan yang 




sumber daya manusia sehingga tata kelola yang baik dari program dana desa dapat 
tercapai. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat melalui IPM (Indeks 
Pembangunan Manusia) yang diukur melalui harapan hidup, pendidikan, standar 
hidup dan jumlah melek huruf. IPM di Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar 
69,55 yang berarti bahwa pembangunan manusia di Indonesia masih berstatus 
sedang (bps.go.id, 2016).  Namun IPM tersebut tidak diikuti dengan penurunan 
jumlah kemisikinan di Indonesia yang pada tahun 2015 tingkat kemiskinan 
sebesar 28,51 juta atau sebesar 11,13% dibandingkan jumlah penduduk Indonesia. 
Hal tersebut berarti  pemerintah perlu mengevaluasi dan melakukan perbaikan 
agar jumlah kemiskinan bisa menurun seiring perjalanan waktu. Salah satu 
perbaikan yang dapat dilakukan yaitu dengan optimalisasi pengelolaan dana desa 
untuk peningkatan pembangunan desa baik secara infrastruktur maupun 
pembangunan manusia di wilayah tersebut. 
 
